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ABSTRAK 

Seiring perkembangan teknologi, Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia menetapkan Pelayanan Sistem Hak 

Tanggungan Elektronik selanjutnya disebut (Sistem HT-el) dengan dikeluarkannya 

Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 (PMATR Nomor 5 Tahun 2020). Sehubungan 

dengan peraturan tersebut, terdapat klausula apabila terdapat dokumen palsu yang 

menjadi dasar penerbitan sertipikat hak tanggungan, maka PPAT akan bertanggung 

jawab baik pidana maupun perdata dengan membuat dan menandatangani Surat 

Pernyataan Pertanggungjawaban Keabsahan dan Kebenaran Data Dokumen 

Elektronik sebagaimana Lampiran I PMATR Nomor 5 Tahun 2020. Dengan 

rumusan masalah Kewenangan PPAT dalam Pendaftaran Hak Tanggungan 

berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan dan PMATR Nomor 5 Tahun 2020. 

Dalam penulisan ini pendekatan masalah yang digunakan Statue Approach dan 

Conceptual Approach. Kewenangan PPAT yang diatur dalam Perkaban Nomor 1 

Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Perkaban Nomor 23 

Tahun 2009 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 

Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menjelaskan 

bahwa kewenangan PPAT hanya sebatas kebenaran formil saja dan berdasarkan  

Asas-asas hukum pidana dan perdata atas pemalsuan dokumen perlu dibuktikan 

siapa pihak yang melakukannya. 

 

Kata Kunci : Pendaftaran Hak Tanggungan, Sistem HT-el, PPAT, Dokumen 

Palsu, Tanggung Jawab 
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ABSTRACT 

 

Along with technological developments, the Ministry of Agrarian Spatial Planning 

and the National Land Agency of the Republic of Indonesia established Electronic 

Mortgage System Services hereinafter referred to as (HT-el System) with the 

issuance of Regulation of the Minister of Agrarian Spatial Planning and the 

National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 5 of 2020 (PMATR 

Number 5 of 2020). In connection with these regulations, there is a clause if there 

is a fake document which is the basis for the issuance of a certificate of mortgage, 

then the PPAT will be liable both criminal and civil by making and signing the 

Statement of Accountability for the Legality and Truth of Electronic Document Data 

as referred to in Attachment I PMATR Number 5 of 2020. With the formulation of 

the problem of the PPAT Authority in Registration of Mortgage Rights based on the 

Mortgage Rights Law and PMATR Number 5 of 2020. In this paper the problem 

approach used is the Statue Approach and Conceptual Approach. PPAT's authority 

is regulated in Perkaban Number 1 of 2006 as amended and supplemented by 

Perkaban Number 23 of 2009 concerning Provisions for the Implementation of 

Government Regulation Number 37 of 1998 Concerning the Position Regulation of 

Land Deed Making Officials, it is clear that the PPAT's authority is limited to 

formal truth and based on the principles of the principle of criminal and civil law 

on document falsification needs to be proven who did it. 

 

Keywords : Registration of Mortgage Rights, HT-el System, PPAT, Responsibilty, 

Counterfeit Document 
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